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ABSTRAK 
 
 

Persamaan di hadapan hukum merupakan perwujudan terhadap 
pencapaian keadilan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1)   
yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
di hadapan hukum”. 
 
Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau 
suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 
diteliti”. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang bantuan 
hukum bagi terdakwa dalam menghadapi proses hukum. 
 
Pengaturan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses 
peradilan pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pelaksanaan 
Pemberian Bantuan Hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dari 
segi ekonomi dalam perkara pidana dapat ditempuh dengan cara yaitu 
melalui Pengadilan Negeri, dan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). 
Manfaat pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses peradilan 
pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dengan adanya bantuan 
hukum secara cuma-cuma / gratis maka orang yang tidak mampu 
yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, Hambatan 
dan cara mengatasi pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam 
proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kendala yang 
dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi terdakwa meliputi: 
Pemberian Bantuan Hukum belum dilaksanakan untuk Terdakwa yang 
tidak mampu yang diancam pidana kurang dari 5 tahun 
 
Dihasilkan bahwa Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan dilakukan 
dengan cara penetapan seorang advokat yang dilakukan oleh ketua hakim 
majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua 
Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum 
(Posbakum), setelah itu terdakwa membuat surat kuasa kepada seorang 
advokat dan melengkapi semua kelengkapan berkas-berkas perkara, 
barulah kemudian dapat didampingi oleh advokat, yang terlibat dalam 
proses perkara perdata akan mendapat keringanan untuk memperoleh 
penasihat hukum sehingga hak - haknya dapat terlindungi dan proses 
pemeriksaan perkara perdata. Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum 
oleh Hakim bagi Terdakwa yang diancam pidana lebih dari 5 tahun tidak 
dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu; Belum terdapat akses 
bagi terdakwa yag ditahan yang ingin mendapatkan layanan Posbakum. 
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